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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monofiong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ Fathah a a
- Kasroh i i
A2
Dammah u u
Contoh:
S - kataba 24, - yazhabu

Joo swila S5 - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah dan ya ai adani
i Je— Fathah dan wawu au adanu
Contoh:

&S - kaifa J s> —haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ / ‘/ """ Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksurah
& Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
s
P dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:

JB - qala J:; - qila
s*) - rama J 8% - yaqulu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. TaMarbutab hidup

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).
b. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)

Contoh: d>lb- Tathah
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: &3} &> 9, - raudah al-Jannah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: UJ _ - rabbana

w

("’5 - nu’imma
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu “JV”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qamariyah. :

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : J->-:H — ar-rajulu

8.,\.::....5\ — as-sayyidatu
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b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qémariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda

sambung (-)

Contoh: Hﬂ‘ - al-qalamu IO -al-jalalu

Cg,-lgj‘ - al-badi’u

7. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

{se - Syai’un < ;4 - umirtu

;jj‘ - an-nav’u O}:\S-U - ta’khuzuna

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata- tertentu: yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

OB N 9d A O) 9 - Wainnallaha lahuwa khair ar-raziqin

ix



10.

C)\J'al\) J:Q\ ‘})B - Fa ‘aufu al kaila wa al-mizana

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf Kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

J gy Y Lle 9 - wa ma Muhammadun illa Rasul

JL:U C-a 9w J}T O - inna awwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

g CE 9 4 Jr* ~* -nasrun minallahi wa fathun qorib
o> oY - liltahi al-amru jami’an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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Halaman Motto

Laselally byis ae N e sl O

“Adalah lebih baik menyalakan sebuah lentera kecil,

daripada mengumpat kegelapan™”

! Abdul Hamid Hakim, as-Sulam, (Jakarta: Maktab Sa’adiyyah Putra, t.t.), him. 65.

? Kata sambutan Prof. Dr. H. A. Mukti Ali dalam Nourrouzzaman ash-Shiddiqi, Figh
Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
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ABSTRAKSI

Sebagaimana elemen penting dalam demokrasi, civil society selama ini belum
mendapat perhatian yang semestinya, padahal tumbuhnya tatanan demokratis selalu
mengandaikan adanya civil society yang kuat dan mandiri dari hegemoni state
(negara). Bagaimana suatu negara bertanggungjawab, tergantung pada kesadaran
diri, semangat, dan visi politik civil society. Civil society yang tidak aktif akan
membawa negara yang tidak responsive, kesadaran diri civil society secara politik
akan membatasi kekuasaan negara. Walaupun praktek demokrasi di Indonesia belum
berjalan sebagaimana mestinya, tetapi diskursus mengenai demokrasi telah jauh
berkembang, sehingga diskusi mengenai demokrasi tidak cukup lagi dengan bahasa
umum yang abstrak. Saat ini diperlukan pembahasan yang lebih elaboratif menelaah
semua elemen yang membentuknya, seperti civil society.

Beberapa pemikir menyatakan perlunya diciptakan civil society, yaitu suatu
wilayah publik yang independen dari negara, yang berfungsi sebagai pengimbang
kekuatan Negara. Sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di Indonesia
tentang perkembangan civil society, Hikam adalah figur yang sangat intens dalam
memperbincangkan civil society di Indonesia, dari sinilah penulis tertarik untuk
mengangkat pemikirannya tentang hubungan negara dengan civil society. Demikian
juga Dawam yang telah banyak mencurahkan pemikirannya dalam konsep
masyarakat madaninya. Lalu bagaimanakah Hikam dan Dawam membicarakan tema
ini, inilah yang menjadi fokus bahasan dalam skripsi ini.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini dilakukan atas dua dasar analisis
yaitu, pertama, pemikiran negara dan masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi
SAW. semasa beliau berada di Madinah. Kedua, konsep civil society yang berasal
dari Barat. Kedua dasar tersebutlah yang telah dikembangkan oleh Hikam dan
Dawam dalam konteks keindonesiaan. Selanjutnya akan dikomparasikannya, dengan
pendekatan yang diarahkan kepada sosiologis-historis.

Sebagai penelitian kepustakaan (library |research). yaitu penelitian yang
menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat skripsi ini adalah
deskriptif-analitik. Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode
pencarian data yang digunakan adalah didasarkan pada studi kepustakaan yaitu
dengan menyelami karya-karya yang sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis
Hikam dan Dawam sebagai data primer dan karya-karya pemikiran lainnya yang
relevan sebagai data sekunder.

Akhir dari penelitian ini menghasilakan bahwa Hikam memposisikan civil
society sebagai asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar
pengaruh negara. Kelembagaan civil society ini pada dasarnya bertujuan untuk
mengimbangi hegemoni negara dan memperkokoh posisi dan kemandirian
masyarakat. Sedangkan Dawam lebih memaknai sebagai masyarakat madani, yakni
sebagai masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut al-
khair. Dawam lebih melihat masyarakat madani lebih erat kaitannya dengan civility
atau keberadaban.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dua dasawarsa terakhir abad ke-20 telah lahir kembali' dalam wacana
dan gerakan politik global sebuah istilah yang selama ini terabaikan, yaitu istilah civil
society.” Pengembangan demokrasi membutuhkan basis sosial yang kuat, karena itu
penguatan terhadap civil society (masyarakat sipil), dalam arti bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab sangatlah penting. Masyarakat sipil dirumuskan sebagai
masyarakat etis yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan, menghargai kebebasan,
terdapat saling kepercayaan (public trust), kesukarelaan, persaudaraan, keswadayaan

dan kemandirian, terutama dalam berhadapan dengan negara dan kekuatan kapital >

' Ungkapan "lahir kembali" dipinjam dari istilah yang digunakan Ernest Gellner, Membangun
Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan, terj. Ilyas Hasan, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1995),
him. 1.

? Sebagai sebuah konsep, civil society’ di Indonesia terdapat berbagai macam istilah yang
menjadi padanannya diantaranya: 1). Masyarakat Sipil, istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour
Fakih, lihat bukunya yang berjudul Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi
LSM Indonesia, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 2). Masyarakat Kewargaan, wacana ini
digulirkan oleh M. Ryas Rasyid, Riswanda Imawan dalam AIPI (Asosiasi IImu Politik Indonesia), 3).
Masyarakat Madani, istilah ini digunakan pertama kali oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam
ceramahnya pada Simposium Nasional acara Festival Istiglal, lihat “Islam dan Pembentukan
Masyarakat Madani”, dalam Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa,
cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Festival Istiglal, 1996), 3). Civil Society, dalam konteks keindonesiaan,
terma ini merupakan konsep yang digulirkan oleh Muhammad AS. Hikam, lihat Dede Rosyada, dkk,
Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,
edisi revisi (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

* Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (ed.), Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,
Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999, cet. ke-1, (Surabaya:
Diantama, 2004), hlm. 643.



Sejak lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dari kekuasaan yang
dipegang selama kurang lebih 32 tahun agaknya akan banyak mempengaruhi bangsa
Indonesia menuju demokrasi. Ketidakpuasan sebagai warga masyarakat terhadap
praktik-praktik politik Orde Baru yang teramat sangat hegemonik dan intervensionis
dalam pengelolaan pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan kebudayaaan.* Dalam
praktek politik, misalnya, rezim Orde Baru melakukan: 1. Reformasi pada tingkat elit
dengan membentuk koorporasi negara di mana militer, teknokrat dan birokrat
menjadi sendi-sendi utamanya; 2. Depolitisasi arus bawah melalui kebijakan “massa
mengambang” dan dikalangan mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidupan
kampus; 3. Institusionalisasi politik dalam masyarakat dengan penyederhanaan sistem
kepartaian dan penyatuan ideologi politik formal melalui asas tunggal Pancasila.’
Dalam penataan kebudayaan, terutama yang terkait dengan ideologi bangsa, selain
pengasastunggalan ideologi organisasi politik dan juga organisasi masyarakat, telah
dilakukan juga program penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman
Pancasila) dan mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dengan monopoli

interpretasi Pancasila oleh negara.’

* M. Amin Abdullah, “ Masyarakat Madani: Peran Keulamaan dan Umat Beragama Masa Kini,”
makalah disampaikan pada simposium Internasional Masyarakat Madani, Wujud Fathi Islam,
diselenggarakan kerjasama gerakan Ahmadiyah Indonesia dengan Pusat Studi Agama dan Lintas
Budaya, UGM, 24-8-2003. him. 1.

> Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm.
65-66.

¢ Hotman Siahaan, “Warga Negara dan Hegemoni Negara” dalam Mohammad AS Hikam dkk.,

Figih Kewargaan: Intervensi Agama-Negara terhadap Masyarakat Sipil, cet. ke-1 (Jakarta: PB-PMII,
2000), hlm. 69-77.



Masa transisi ini banyak menarik reaksi masyarakat untuk memperbincangkan
persoalan-persoalan bangsa, terutama hubungan negara dengan civil society,” hal ini
merupakan bagian dari masalah hangat yang sedang diperbincangkan hingga
dasawarsa terakhir, yang ujung-ujungnya adalah perubahan menuju demokrasi.
Menurut berbagai kajian tentang negara-negara di dunia, jumlah negara yang secara
formal menganut demokrasi meningkat drastis pada dasawarsa 1990-an; jumlah
meningkat dari 76 negara (46,1 persen) dari jumlah seluruh negara di dunia menjadi
117 (63,1 persen).® Tetapi di samping perkembangan yang menggembirakan ini,
kekhawatiran juga mulai berkembang melihat kecenderungan mandegnya demokrasi
atau ketidakpastian transisi menuju demokrasi, seperti terjadi di Eropa Timur dan
juga Indonesia.

Harus diakui bahwa partumbuhan demokrasi di Indonesia menimbulkan
banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah peaceful resolution on
conflict, cenderung akan menimbulkan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang

tidak demokratis, seperti penggunaan mob politics, money politics dan cara-cara

7 Istilah ini bermula dari Barat, dengan merujuk pada suatu konsep yang bermula dari orator
Yunani Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 S.M.), pemikir Yunani itu menyebutnya dengan civilis
societas yang berarti: suatu komunitas politik yang beradab, termasuk masyarakat kota yang memiliki
kode hukum (ius civile) tersendiri. Tapi yang menjadi titik berat dari konsep tokoh yang hidup pada
zaman Julius Caesar itu adalah konsepnya tentang civility atau kewargaan di satu pihak, dan urbanity,
yakni budaya kota di lain pihak. Lihat M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas
Menengah dan Perubahan Sosial, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1999), him. 146.

¥ Lihat, Azyumardi Azra, "Kata Pengantar” dalam Dede Rosyada dkk., Pendidikan Kewargaan
(Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN
Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. ix-x.



undemokratic lainnya. Perkembangan seperti ini jelas menjadi problem bagi
perkembangan demokrasi.”

Akibat dari penetrasi negara yang kuat dan jauh pada masa Orde Baru,
terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan telah mengakibatkan semakin
menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Ini akan berdampak serius
bagi perkembangan civil society di Indonesia, berkembangnya kelas menengah yang
secharusnya menjadi pengimbang kekuatan negara malah berbalik, yakni
menggantungkan terhadap negara. LSM dan ormas-ormas yang sering disebut
sebagai tulang punggung civil society yang kuat di negeri ini, namun pada
kenyataannya bahwa kondisi LSM dan ormas sampai saat ini masih sangat lemah
ketika harus berhadapan dengan kekuatan negara.

LSM di Indonesia karena berbagai hal, masih menggantungkan kepada negara
sebagai lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri. Maka ancaman campur
tangan dan intervensi negara terhadap mereka, untuk ingin survive atau berkembang
cepat, tidak ada jalan lain kecuali masuk dalam jaringan kooptasi negara.

Setelah bal itu semua, seseorang mungkin bertanya: apa solusinya? sementara
kelas-kelas dan problem eksternal juga eksis, konflik kepentingan-kepentingan
internal juga terjadi dengan berbagai macam bentuknya: kepentingan kesukuan, aliran
dan ekonomi.

Secara prinsipil, Islam sudah membicarakan akan hal ini. Atas dasar konsep

arkan al-Islam dalam arti kode-kode etik dan nilai-nilai moral, maka Islam tiaklah

® Ibid, him. x.



bisa dipisahkan dari suatu komunitas dan suatu negara.'® Sesunggunya Islam (dalam
arti luas) mempunyai pinsip-prinsip arkan yang dijelaskan dalam al-Qur'an, dimana
nilai-nilai moral (al-mutul al-'ulya wa al-wasaya al-ahlagiyah) dipandang sebagai
prinsip yang sangat penting. Tanpa adanya nilai-nilai moral tersebut, eksisitensi suatu
negara akan kehilangan justifikasi moralnya. Hal ini adalah sisi universal dari Islam,

seperti firman Allah:

b o3 e

Beberapa pemikir menyatakan perlunya diciptakan civil society, yaitu suatu
wilayah publik yang independen dari negara, yang berfungsi sebagai pengimbang
kekuatan negara, sepeerti yang dikemukakan Amin Rais dengan mendasarkan pada

konsep “masyarakat utama”'>

S e 05y Gaall 04 2hy L 0gen ad (S S
5.0 il o e

yang berasal dari firman:

1% Muhammad Syahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, cet. ke-1, (Yogyakarta: eLSAQ,
2004), him 124.

" Departemen Agama, Al-‘Aliyy: Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2000), hlm. 135. Dijelaskan dalam tafsir “sesungguhnya, aku ini Rasul Allah yang diutus kepada
kalian, bukan hanya kepada kaumku saja”, lihat Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, Tafsir Al-Maraghi,
terj. Bahrun Abubakar dkk. (Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 151.

2 Dalam istilah yang lain diartikan sebagai “masyarakat unggul” sebagaimana yang digunakan
oleh Ali Yafie. Lebih lanjut lihat, M. Dawam Rahardjo, “Muhammadiyah dalam Masyarakat Madani”
kata pengantar dalam Sazali, Muhammadiyah dan Masyarakat Madani, Independensi, Rasionalitas
dan Pluralisme, cet. ke-1, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. xi.

B Ali “Imran (3): 104.



Sementara disisi lain tidak ada keseragaman dalam memberikan sebutan untuk
istilah civil society di Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas bahwa civil society
ditemukan banyak padananya untuk konteks Indonesia, dari sinilah menjadi menarik
bagi penulis untuk mengkaji tentang civil society dan masyarakat madani serta
hubungannya dengan negara'* menurut Muhammad AS Hikam dan Mohammad
Dawam Rahardjo (selanjutnya akan disebut Hikam dan Dawam).

Sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di Indonesia tentang
perkembangan civil society, Hikam kurang banyak mendapat perhatian publik secara
khusus. Padahal beliau sangat intens dalam memperbincangkan civil society di
Indonesia, dari sinilah penulis sangat tertarik untuk mengangkat pemikiran beliau
tentang hubungan negara dengan civil society. Demikian juga Dawam yang telah
banyak mencurahkan pemikirannya dalam konsep masyarakat madaninya. Lalu
bagaimanakah Hikam dan Dawam membicarakan tema ini, inilah yang menjadi fokus

bahasan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok

masalah dalam penelitian ini antara lain:

" Disini, civil society dan masyarakat madani di ungkapkan secara terpisah, karena disesuaikan
oleh kedua pemikir (Hikam dan Dawam) mereka cenderung mengungkapkan istilah ini secara berbeda.
Hikam yang merepresentasikan konsep ala Barat, tidak menggunakan istilah masyarakat madani,
sedang Dawam lebih sering menggunakan masyarakat madani, selain merupakan padanannya dalam
konteks Indonesia juga mengacu pada negara Madinah di zaman Nabi saw.



1. Bagaimana pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dan civil
society?
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan

negara dengan civil society?

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemikiran Hikam dan Dawam
tentang hubungan negara dengan civil society.

2. Menjelaskan latarbelakang pemikiran Hikam dan Dawam tentang konsep
hubungan negara dengan civil society dalam politik Indonesia.

Adapun kegunaannya antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap
kajian pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dengan civil
society.

2. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pergulatan konseptual

hubungan negara dengan civil society.

D. Telaah Pustaka
Civil society merupakan hal yang sudah lama dibicarakan, karenanya yang
menulis tema-tema seperti ini banyak ditemukan, beberapa tokoh baik dari dalam

maupun dari luar negeri telah memperbincangkan tentang tema ini kususnya yang



berkaitan tentang hubungannya dengan negara. Dari sekian bahasan tersebut tak
jarang pula beberapa penulis yang mengkajinya pada dimensi konseptual antara civil
society dengan masyarakat madani. Bahkan tidak segan-segan keduanya
dipertentangkan pada kerangka teoritik untuk ditengarai kebenaran di antara
keduanya.

Sepanjang pengamatan penulis, kajian yang meneliti tentang hubungan negara
dengan civil society dalam pemikiran Hikam dan Dawam belum ditemukan. Namun
begitu, sejauh ini kajian tentang Hikam dan Dawam telah banyak dilakukan baik
berkaitan dengan tema civil society maupun tema-tema lainnya. Tetapi kajian tersebut
tidak dilakukan secara bersamaan, dengan kata lain hanya memfokuskan pada satu
tokoh saja. Juga tidak membahas mengenai tema hubungan negara dengan civil
society.

Dalam buku yang berjudul Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi
Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia karya Ahmad Baso," diuraikan
tentang Islam dan civil society dengan mengangkat satu kritik yang difokuskan pada
teks dari suatu discourse. Selain itu dalam buku ini juga dibahas persoalan civil
society dalam pemikiran Hikam. Tapi konstruksi metodologis yang digunakan oleh
Ahmad Baso dalam mengkritik pemikiran Hikam masih sebatas konstruksi konflik
interpretatif dan belum menyentuh pergulatan pemikiran secara komprehensif. Juga

buku yang berjudul Civil Society dan Ummah: Sintesis Diskursif Rumah Demokrasi

'> Ahmad Baso, Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society
dalam Islam Indonesia, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).



karya Asrori S. Karini,'® karya ini lebih mengedepankan upaya mencari sintesis dan
relevansi wacana civil society dengan konsep ummah dalam Islam dan cara
mengidentifikasi titik temu dan titik beda antara keduanya menyangkut watak konsep,
latar belakang historis, visi dan fungsi konsep, sumber dan relasinya dengan agama,
serta unsur perekatnya. Juga buku yang berusaha mencari format civil society di
Indonesia Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia’’ merupakan kumpulan
artikel dari beberapa tokoh.

Karya lain yang membahas mengenai masyarakat sipil adalah Gus Dur, NU
dan Masyarakat Sipil editor Ellyasa KH Dharwis,'® buku ini lebih memfokuskan di
wilayah internal NU dalam perannya mengembangkan masyarakat sipil. Sementara
Azyumardi Azra dalam bukunya Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan
Tantangan," banyak membahas idiom-idiom politik kontemporer, misalnya,
demokrasi dan oposisi dalam masyarakat madani. Lebih jauh buku ini tidak
membahas tuntas persoalan masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan, namun
banyak memberi inspirasi tentang ide-ide pembentukan masyarakat madani. Ernest

Gellner menulis buku dengan judul Condifions of Liberty, Civil Society and Its

1 Asrori S. Karini, Civil Society dan Ummah: Sintesisi Diskursif Rumah Demokrasi (Jakarta:
Logos, 1999).

17 Azyumardi Azra dkk., Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta:
INCIS, 2003).

'® Ellyasa KH. Dharwis, Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, (Yogyakarta: LKiS, 1994).

¥ Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan, cet. ke-2,
{Bandung: Rosda, 2000).
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Rivals, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Membangun Masyarakat Sipil
Prasyarat Menuju Kebebasan,”® buku Gellner ini mendalami pergulatan Adam
Ferguson pada masa pencerahan Skotlandia, sampai pengembangan lebih lanjut
dalam pemikira.n Hegel, Marx dan Eropa Timur dewasa ini. Dato Seri Anwar Ibrahim
menulis dengan judul Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani?’  Anwar
menegaskan bahwa Islam yang permakali memperkenalkan tentang cita-cita keadilan
sosial dan perkembangan masyarakat madani, yaitu civil society yang bersifat
demokratis. Muhammad Syahrur menulis dengan judul Metodologi Figih Islam
Kontemporer.*> Syahrur berpendapat bahwa komunitas manusia yang digambarkan
al-Qur’an adalah komunitas masyarakat madani atau sipil yang berintikan etika moral
dan as-sirat al-mustagim, selanjutnya dalam buku ini tidak membicarakan
masyarakat sipil secara mendalam. Neera Chandhoke dalam bukunya yang berjudul
Benturan Negara dan Masyarakat Sipil®® dalam buku ini dijelaskan mengenai
hubungan negara dengan masyarakat sipil. Juga beberapa tulisan artikel yang telah

dibukukan, Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium

% Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat menuju Kebebasan, cet. ke-1,
(Bandung, Mizan, 1995).

*! Dato Seri Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani" dalam Ruh Islam

dalam Budaya Bangsa Wacana Antar Agama dan Bangsa, Aswab Mahasin (ed.) (Jakarta: Yayasan
Festival Istiglal, 1996), him. 18-24.

2 Muhammad Syahrur, Metodologi Figih..., him. 111-131.

» Neera Chandhoke, Benturan Negara dan Masyarakat Sipil, terj. Yuliana, cet. ke-1
(Yogyakarta: Istawa dan Wacana, 2001).
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Ketiga,”* juga. Kedua buku ini banyak menelaah atas aspek historis, filsafat,
reorientasi dan dekonstruksi pemikiran masyarakat, serta tidak ditemukan suatu
kerangka teoritis dalam buku tersebut.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Konsep Masyarakat
Madani (Perspektif Agama, Sosial dan Politik dalam Buku Membongkar Mitos
Masyarakat Madani)” ?° yang meneliti buku Membongkar Mitos Masyarakat Madani,
kumpulan tulisan dan seminar dari para tokoh di Indonesia (Nurcholish Madjid, M.
Dawam Rahardjo dan Kuntowijoyo). Lalu ‘Wacana Civil Society Dalam Pemikiran
Islam Indonesia (Studi Atas pemikiran Abdurrahman Wahid)”,”® membahas singkat
tentang pemikiran Gus Dur tentang civil society dalam menegakkan demokrasi.
Sedangkan yang membandingkan secara konseptual antara civil society dengan
masyarakat madani dibahas dalam “Konsep Civil Society Dalam Pemikiran
Nurcholish Madjid dan Muhammad AS Hikam,””’ semua skripsi tersebut tidak
membahas tentang hubungan negara dengan civil society, juga tidak membandingkan

antara pemikikiran Hikam dan Dawam.

* Program Pascasarjana_ Universitas Muhammadiyah Malang (ed.), Masyarakat Madani
Menyju Indonesia Baru Milenium Ketiga, cet. ke-3 (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).

» Muhammad Junaidi, “Konsep Masyarakat Madani (Perspektif Agama, Sosial dan Politik
dalam Buku Membongkar Mitos Masyarakat Madani),” Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak
diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002),

% Saeroni, “Wacana Civil Society Dalam Pemikiran Islam Indonesia (Studi Atas pemikiran
Abdurrahman Wahid),” Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, (Yogyakarta: JAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

?7 Fathorrahman, “Konsep Civil Society Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid dan Muhammad
AS Hikam,” Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, (Yogyakarta: TAIN Sunan
Kalijaga, 2000).
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E. Kerangka Teori

Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang
amat penting dalam kehidupan muslim, sampai-sampai Schacht menyatakan, “hukum
Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup
muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri”.?® Oleh karena itu, studi
Islam merupakan cabang ilmu-ilmu keislaman paling tua usianya dan telah
dikembangkan sejak zaman zabi Tn dan terus hingga sampai saat ini.

Prinsip dasar Islam dalam mengatur kehidupan publik bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (siyasah ad-dunya) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
atau kesejahteraan rakyat secara umum (a/-maslahah al-‘ammah) yang berkeadilan
berdasarkan hukum etika sosial. Islam secara eksplisit mengajarkan manusia untuk
menegakkan keadilan, kebebasan, toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta
bermusyawarah dalam kehidupan bersama.

Secara umum, disyari’atkannya hukum-hukum agama adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan
akhirat.® Kemaslahatan itu utamanya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang
meliput; menjaga agama (hifz ad-din), kemaslahatan jiwa raga (hifz nafs),

kemaslabatan harta atau hak milik pribadi (4ifz al-mal), kemaslahatan keturunan (hifz

8 Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam Ainurrafig (ed.),

Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz,
2002), him. 147.

? Abdul al-Wahab Khalaf, Zimu Usil al-Figh, cet. ke-2, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him. 197.
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an-nasl), dan kemaslahatan akal atau kebebasan berpikir (4ifz al- ’.avql)3 0 yang
kemudian juga dapat dipakai dalam kerangka tujuan pembentukan negara.

Sesuatu yang baik (maslahah) dan yang buruk (mafSadah) bagi kehidupan di
dunia, diketahui dan ditentukan oleh akal manusia sendiri (ma’ruf bi al- ‘aql),
sedangkan yang baik dan yang buruk untuk kehidupan akhirat hanya dapat diketahui
dengan wahyu (nag).”' Selain itu, manusia sebagai hamba Allah yang diberi
kedudukan sebagai khalifah bumi, mempunyai dua kekuasaan, yaitu, kekuasaan yang
bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum
adalah memakmurkan kehidupan di bumi, sedangkan yang bersifat khusus adalah
dalam pemerintahan negara.*>

Pada konteks kekuasaan pemerintahan, dalam hubungan negara dengan
warganya, menurut as-Sa’adi, ajaran Islam memuat beberapa elemen dasar yang
difokuskan bagi ketertiban politik.** Elemen-elemen dasar itu adalah:

1. Di bentuknya ulil al-amr sebagai kelompok manusia yang diserahi untuk

mengurus kepentingan mereka secara universal. Hal ini didasarkan pada

firman:

* Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syatibi, al-Muwafagat fi Usul al-Ahkam, (t.p: Dar al
Rasyad al-Hadisah, t.t.), II: 4.

*! Abi Muhammad Abd al-Aziz bin Abd as-Salam as-Salami, Qawa’id al-Ahkam 1i Masalih al-
Amin, (Kairo: Dar as-Sarq li at-Tiba’ah, 1969), I: 58.

32 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1993),
hlm. 48.

¥ Abd al-Muta’ali as-Sa’adi, as-Siyasah al-Islamiyah fi “ahdi al-Khulafa ar-Rasyidim, (t.tp:
Dar al-Fikr al-Arabi, tt), him. 2-7.
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2. Seorang pemimpin harus diangkat berdasarkan konsensus rakyat, oleh karena
itu, lembaga syura atau musyawarah menjadi sangat signifikan. Allah

berfirman:

L}j g (S 4 V..AJ.A‘) S}LA“ \jﬁ\.;“’ V.éjj ‘y\}dw\ Ui"\'“)

.0 pahh (g3 5
3. Penegakan hukum yang adil harus ditegakkan ditengah masyarakat tanpa ada

rasialisme seperti ditegaskan dalam firman Allah:

e UTER C PR T P R RPN PRI g A 1]
6, Jaally | oS82 O

4. Kebijakan yang menyangkut wilayah publik « harus berdasarkan keputusan
dalam musyawarah, karena musyawarah merupakan faktor yang sangat penting

bagi terwujudnya keadilan.

3* An-Nisa’ (4): 83.
% Asy-Syura (42): 38.

% An-Nisa’ (4): 58.
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Fiqih Siyasah sendiri dapat dipahami sebagai upaya pemahaman umat Islam
terhadap ajaran Islam yang terkait dengan negara dan segala sesuatu yang ada kaitan
dengannya, baik normatif maupun historis. Penjelasan mengenai siyasah tersebut
sekaligus menggambarkan bahwa persoalan negara, politik, pemerintahan dan yang
terkait dengannya sudah menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dengan Islam
sebagai agama.’’ Pada umumnya, orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang
holistik, sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan. Islam sering dianggap
sebagai sesuatu yang lebih daripada sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya
sebagai suatu “masyarakat sipil”*®, Ada juga yang menilainya sebagai sebuah sistem
“peradaban yang menyeluruh™, bahkan ada juga yang mempercayainya sebagai
“agama dan negara”*’.

Untuk permasalahan tersebut, penyusun akan menganalisis menggunakan
pertimbangan magqasid asy-syari’zh. Pertimbangan magasid asy-syari’ah tersebut
menjadi dokirin dasar sekaligus metode dalam penetapan hukum Islam.*! Dalam

doktrin magqasid al-syari’ah disebutkan bahwa syari’ah diturunkan Allah kepada

7 Akh. Minhaji, “Sekali Lagi: Kontroversi Negara Islam” dalam jurnal As-Syari’ah, No. 6,
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 8.

*® Bachtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam, Peraturan agama, Negara dan Demokrasi, cet.
ke-1, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), him. 7.

* Ibid, him. 8.

 Ibid.

! Yudian W. Aswin, “Maqasid al-Syari’ah sebagai Dokirin dan Metode” dalam Jurnal Al-
Jami’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No.58, tahun 1995, him. 98-105.
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manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, baik kemaslahatan
di dunia maupun di akhirat.*?

Di samping itu, konsep maslahah juga menjadi salah satu pertimbangan.
Artinya kemaslahatan bagi individu maupun sosial serta mencegah kemadharatan
menjadi sentral orientasi. Al-Gazali menemukakan pengertian maslahah adalah
mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-
tujuan syara’. la memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan
syara’, sekalipun harus bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya,
kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’, tetapi
sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.*®

Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh al-Gazali terhadap kemaslahatan
yang dapat dijadikan hujjah dalam menentukan istinbat, yaitu:

a. Kemaslahatan termasuk kategori peringkat daruriyah, artinya untuk
menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan,

apakah akan mengancam lima unsur pokok maslahah,*

“ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syatibi, al-Muwafagat...; 11: 3.

* Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopendi Hukum Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), IV: 1143.

* Muhammad al-Gazali, Al-Mustasfa min ‘Ilmi al-Usul (Kairo: Sayyid al-Husein, t.t.), I: 253-
259.

# Kelima hal pokok yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kelimanya merupakan maslahah yang terkuat dan diklasifikasikan dalam daruriyah. Lihat, Wahbah
az-Zubaili, Usul al-Figh al-Islami, cetke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I1: 1020.
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b. Kemaslahatan itu gat’i, artinya kemaslahatan itu benar-benar telah diyakini
sebagai maslahat, tidak didasarkan pada zan (dugaan) semata-mata.

c. Kemaslahatan tersebut bersifat kulli, artinya kemaslahatan itu bersifat
individual, maka syarat lain harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai
dengan maqasid asy-syari’ah.

Penggunaan konsep maslahah bertolak pada kaidah, terkait hubungan penguasa dan

rakyatnya, yaitu:*®

Aomkally by 20 ) e plY1 O

Dalam mengkaji persoalan civil society dalam pemikiran Hikam dan Dawam,
penulis akan merujuk pada wacana masyarakat madani yang dikembangkan
Rasulullah di Arab dan wacana civil society yang dikembangkan Alexis De
Tocqueville di Barat. Proses terbentuknya masyarakat madani bermula dari peristiwa
hijrah Nabi saw. ke Yathsrib yang kemudian diganti dengan nama “Madinah™’
dalam bahasa arab, tamaddun artinya berperadaban. Diterimanya hijrah Nabi ke
Yathsrib menjadikan Islam dapat berkembang pesat, bahkan dapat berkembang

sebagai model pemberdayaan masyarakat yang beradab (civilized)*. Dari sini, bila

4 Abdul Hamid Hakim, as-Sulam, (Jakarta: Maktab Sa’adiyyah Putra, t.t.), hlm. 65.

7 Muh Zuhri, Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah (Yogyakarta: LESFI,
2004), hlm. 29-33. Juga lihat, Fahmi Huwaidi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, alih
bahasa, Muhammad Abdul Ghaffar, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1996), IX: 295.

“® Di semenanjung Arab, banyak dihuni oleh suku Baduwi yang sangat terbelakang
peradabannya, namun dengan adanya proses civilisasi tersebut mereka mampu berubah dari kondisi
yang stagnan menjadi dinamis. Marshal G. S. Hudgson The Venture of Islam; Iman dan Sejarah daam
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disebut masyarakat madani, maka pikiran kita segera tertuju ke penduduk Madinah di
masa Nabi saw. yang terdiri atas berbagai etnis dan ras serta menjadikan Islam®
sebagai ajaran yang menuntun kehidupan mereka ke jalan yang benar dalam berbagai
aspeknya seperti ubudiah, mu’amalah, siyasah dan sebagainya.*®

Adapun konsep civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Akar
perkembangannya dapat diruntut mulai Cicero dan bahkan, menurut Manfred Riedel,
sampai Aristoteles. Yang jelas, Cicerolah yang mulai menggunakan istilah societes
civilis’' dalam filsafat politiknya. Semula pengertian civil society dalam tradisi Eropa
dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok
(kekuatan) yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Barulah pada
paruh kedua abad ke-18 terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan

civil society kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan

Perdaban Islam (terj.) (Jakarta: Paramadina 1999), hlm. 206-219, Jjuga lihat Muhammad Husain
Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, cet. ke-25, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 196-
202,

* Dalam pengertian Syahrur, Islam itu bermula dari (kerasulan) Nabi Nuh as dan berakhir
dengan (kerasulan) Nabi Muhammad Saw, melalui seluruh, Nabi.dan Rasul yang disebutkan dalam al-
Qur’an. Syahrur sering mengatakan bahwa Islam mengandung kode-kode etik dan nilai-nilai moral
kemanusjaan yang  datang pada risalah-risalah para Rasul dalam bentuk wasiat-wasiat yang
memberikan gambaran kepada manusia tentang “garis perilaku yang lurus” dan menjelaskan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam ayat-ayat al-Qur’an juga terdapat wasiat-wasiat untuk Nabi
Nuh as yang terkandung dalam wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Saw, wasiat-wasiat
tersebut juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as dan Nabi Isa as, hal ini
terkandung dalam surat Asy-Syura (42): 43. lebih lanjut, lihat Muhammad Syahrur: Metodologi Figih
Islam Kontemporer (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 123-125. Juga Islam dan Iman; Aturan-
aturan Pokok (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 5-23.

%0 Nashruddin Baidan, Tafsir Maudu’i Solusi Qur’ani atas Masalah Sosial Kontemporer
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 127-181.

*! Muhammad AS Hikam, Demokrasi..., him. 1-3. Lihat juga Adi Suryadi Culla, Masyarakat
Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi, cet ke-2, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1999), hlm. 86-87.
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dengan proses pembentukan sosial (social formation) dan perubahan-perubahan
struktur politk di Eropa sebagai akibat pencerahan (enlightenment) dan modernisasi
dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya mendorong tergusurnya rezim-
rezim absolut. Konsep ini dikembangkan oleh Alexis De Tocquiville. Bagi
Tocquiville, kekuatan politik dan civil society-lah yang menjadikan demokrasi di
Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan
kapasitas politik di dalam civil society, maka warganegara akan mampu
mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini dilakukan atas dua dasar analisis
yaitu, pertama, pemikiran negara dan masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi
Saw semasa beliau berada di Madinah. Kedua, konsep civil society yang berasal dari
Barat. Kedua dasar tersebutlah yang telah dikembangkan oleh Hikam dan Dawam
dalam konteks keindonesiaan. Selanjutnya, penyusun akan berusaha mengurai dan
menganalisis pemikiran Hikam dan Dawam tentang hubungan negara dan civil

society serta melihat relevansinya dalam konteks keindonesiaan.

F. Metode Penelitian
Dalam metode penelitian ini, penulis akan membagi pada beberapa bagian.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian

yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat skripsi ini
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adalah deskriptif-analitik.>> Model ini bertujuan untuk memaparkan dan
menggambarkan serta menganalisis hubungan negara dengan civil society dalam
pemikiran Hikam dan Dawam.
2. Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode pencarian data
yang digunakan adalah didasarkan pada studi kepustakaan yaitu dengan menyelami
karya-karya yang sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis Hikam seperti
Demokrasi dan Civil Society,” Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society,”*
dan Dawam Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial,”
Membongkar Mitos Masyarakat Madani,”® sebagai data primer dan karya-karya
pemikiran lainnya yang relevan sebagai data sekunder.
3. Analisis Data
Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode komparatif,

yakni membandingkan karya dengan karya-karya yang lain dengan hal yang sama,

%2 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya
hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analitik adalah jalan yang
dipakai untuk menjalankan ilmu pengetabuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek
yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain
untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.

* Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society, cet. ke-2, (Jakarta: LP3ES), 1999).

> Muhammad AS Hikam, Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society, cet. ke-1,
(Jakarta: Erlangga, 2000).

M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial,
cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1999.

% M. Dawam Rahardjo dkk. Membongkar Mitos Masyarakat Madani, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000).
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baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat
bertentangan.”’ Dalam penelitian ini, pemikiran Hikam dikomparasikan dengan
Dawam sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat
ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.
4. Pendekatan

Karena yang akan dibahas adalah pemikiran tokoh, yaitu Hikam dan Dawam
dan berkaitan dengan aspek historis, maka pendekatan akan lebih diarahkan kepada
sosiologis-historis. Pendekatan sosiologis-historis secara spesifik dipergunakan untuk
mengamati proses interaksi pemikir dengan dimensi ruang dan waktu, dimana ide

pemikiran itu muncul.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, adalah
sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang pengertian negara dengan

civil society. Hubungan negara dan civil society menurut Islam dan Barat. Hal ini

57 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1992), hlm. 71.
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dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang konsep hubungan negara dan civil
society.

Bab ketiga, membahas biografi Hikam dan Dawam, yang meliputi; riwayat
hidup, latar belakang pendidikan, karya-karya dan pemikirannya tentang hubungan
negara dengan civil society.

Bab keempat, perbandingan antara pemikiran Hikam dengan Dawam tentang
hubungan negara dengan civil society. Selain itu juga akan menjabarkan latarbelakang
dan dasar argumen yang digunakan, serta akan membuat formulasi konsep civil
society yang selaras dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh gambaran yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Hikam memposisikan civil society sebagai asosiasi atau organisasi yang
dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Kelembagaan civil society ini
pada dasarnya bertujuan untuk mengimbangi hegemoni negara dan
memperkokoh posisi dan kemandirian masyarakat. Hikam dalam hal ini
memaknai civil society sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang
terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (voluntary),
keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting),
kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-
norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sedangkan Dawam
lebih memaknai sebagai masyarakat madani, yakni scbagai masyarakat yang
mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut al-khair. Menurut
Dawam, masyarakat madani adalah persatuan atau integrasi sosial yang
didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan
permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu
persaudaraan. Jadi, dalam hal ini Dawam lebih melihat masyarakat madani

lebih erat kaitannya dengan civility atau keberadaban. Dawam memandang

96
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bahwa masyarakat madani merupakan alat kontrol terhadap keberadaan
negara, atau semacam mekanisme demokrasi yang dibentuk oleh rakyat untuk
mengontrol keberdaan negara.

. Pemikiran Hikam mengenai civil society sangat dipengaruhi oleh pemikiran
Barat, khususnya pemikiran Alexis de Tocquevelle, sehingga dalam hal ini,
Hikam lebih memaknai civil society sebagai penyeimbang negara. Selain itu,
hal lain yang nampak dominan yang melatarbelakangi pemikirannya adalah
aktifitas organisasinya. Hikam, sebagaimana penuturannya, merupakan
‘korban’ dari politik normalisasi kampus yang dilakukan oleh rezim Orde
Baru. Secara tak langsung hal tersebut menjadikan dirinya sebagai bagian dari
korban negara. Implikasinya, seringkali Hikam menjadi pihak oposan dari
negara. Selain itu latar belakang keluarganya juga sedikit banyak memiliki
pengaruh terhadap pola pemikirannya. Hal ini dapat dilihat dari pemikirannya
yang lebih condong mempoisisikan organisasi keagamaan sebagai salah satu
hal penting dalam pemberdayaan civil society di masyarakat. Adapun Dawam,
nampak sangat terpengaruh dengan Anwar Ibrahim dari Malaysia. Pemaknaan
civil society sebagai masyarakat Madani yang digunakan Anwar Ibrahim
dipandang tepat oleh Dawam. Aktifitas organisasinya sejak masih mahasiswa
yang lebih condong pada corak keislaman juga mempunyai pengaruh besar.
Selain itu, geliat aktifitasnya dalam lembaga seperti ICMI juga memberi
pengaruh tersendiri, karena warna yang nampak dalam lembaga tersebut lebih

menonjolkan pada aspek primordial keagamaan daripada kebangsaan. Hal ini
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sangat nampak ketika Dawam menckankan penjabaran civil society pada

konsep masyarakat Madinah.

B. Saran-saran

1. Dalam kenyataannya harus diakui bahwa Hikam dan Dawam merupakan
sosok pemikir yang memiliki wawasan dan komitmen yang kuat terhadap
diskursus civil society. Konsep-konsep tawarannya merupakan bagian dari
sebuah usaha untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan civil society
di Indonesia. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dan perbedaan
paradigmanya, tawaran konsep civil society yang dirumuskannya haruslah
diposisikan sebagai khazanah dan starting point untuk melangkah pada usaha
untuk pengkajian yang lebih mendalam lagi.

2. Tulisan ini merupakan sebuah eksplorasi terhadap pemikiran civil society
gagasan Hikam dan Dawam. Dalam hal ini, penyusun berharap akan muncul
lagi para pengkaji-pengkaji lain untuk tergelitik supaya mengakaji persoalan
civil society_dengan model pembacaan masing-masing dan wrun rembug
untuk mencari model civil society yang lebih sesuai dengan nuansa

masyarakat kontemporer.
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